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Mengingat

BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

1.

BUPATI BIREUEN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 355 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, bahwa Peraturan Rancangan Perkada sesuai
dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD
disampaikan kepada Kepala Daerah guna memperoleh
persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala
Daerah tentang Perubahan RKPD;

bahwa sehubungan dengan terjadi perubahan beberapa
kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen
yang diikuti dengan penambahan dan pengurangan serta
adanya penyesuaian antar kegiatan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bireuen Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor
93);
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16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten
Bireuen Nomor 79);

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor
67 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor
84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Nomor 659);

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023
Nomor 731);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-
masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten

terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.



10.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lembaga Teknis
Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan
Kecamatan.

Rencana Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPK
adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen
untuk periode 4 (empat) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan
SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat
RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk
periode 1 (satu) tahun.

BAB 11
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

(1) Perubahan RKPK Bireuen Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja
Tahunan Pemerintah  Kabupaten Bireuen Tahun 2023 yang
menjadi acuan = pelaksanaan  program dan = kegiatan
pembangunan.

(2) Perubahan RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan sistematika.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Bireuen
triwulan II Tahun 2023

BAB III : Kerangka FEkonomi dan Keuangan Kabupaten
Bireuen

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Bireuen

BAB V : Rencana Kerja Pendanaan Kabupaten Bireuen

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
Bireuen

BAB VII : Penutup
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Pasal 3

Perubahan RKPK Tahun 2023 disusun dengan landasan adanya
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar SKPK, antar program, kegiatan dan sub
kegiatan, antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun
anggaran berjalan.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Bireuen Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 @pfewber 102
\Pj. E?‘A?/BIREUEN,

MULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal & Gpfember 1)1,
ﬁﬂ/SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BIREUEN,\

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 73¢





